
 

 104 

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
Buku 
Andi Isna Reniswari, Penerapan Asas Keadilan Restoratif Guna Tegaknya Hukum 

yang Berkeadilan dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, 
(Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2014). 

 
Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018).  
 
_______________, Hukum Kepailitan – Rapat-Rapat Kreditor, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2018).  
 
_______________, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2018). 
 
Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: UNG Press, 2015). 
 
GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980). 
 
Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO, Aspek-Aspek 

Hukum dan Non Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2006).  
 
Herri Swantoro, Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit, (Jakarta: 

Rayyana Komunikasindo, 2019). 
 
H. Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, (Makassar: Universitas Negeri 

Makassar, 2012).  
 
Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan: Kedudukan dan 

Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, (Yogyakarta: 
LaksBang PRESSindo, 2016).  

 
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, 

(Jakarta: Kencana, 2008). 
 
Retnowulan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Hukum Perbankan, 

(Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996). 
 
Ricardo Simanjuntak, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan 

Praktik, (Jakarta: Kontan Publishing, 2023).  
 
Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-

Undangan, dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).  



 

 105 

 
R. Soetanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris: Wakil Notaris (sementara), 

(Jakarta; Pradnya Paramita, 1982). 
 
Rudhy A. Lontoh, et.al, Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui 

Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, (Bandung: Alumni, 2001).  
 
Rudhy Prasetya, Perseroan Terbatas, Teori & Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016). 
 
Rusdin, Pasar Modal: Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek, (Bandung: 

Alfabeta, 2008).  
 
Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang 

Terkait Dengan Kepailitan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).  
 
________________, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2012).  
 
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

1993). 
 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).  
 
Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: 

Citra Aditya, 2013). 
 
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: Grafiti, 2010). 
 
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Prenada Media, 2018). 

 
Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).  
 
 
Jurnal Nasional dan Internasional 
Aprilia Putri Suhardini, et.al, “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”, Jurnal Akta, 
Vol. 5, No. 1, Maret 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610. 

 
Aulia Dwi Ramadhanti, “Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap 

Saham Pada Anak Perusahaan”, Jurist-Diction, Vol. 5, No. 6, November 
2022. DOI: 10.20473/jd.v5i6.40069. 

 



 

 106 

Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum 
Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, Jurnal 
Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 3, November 2021. DOI: 
https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191. 

 
Cok Istri Bhagawanthi Pemayun dan I Ketut Westra, “Kewenangan Kurator Dalam 

Pemberesan Aset Debitor Pailit yang Berupa Saham pada Perseroan 
Terbatas”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 8, Agustus 
2020. DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i08.p06. 

 
Chaterine Felicia Sihite, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi 

Administratif oleh Majelis Pengawas Notaris”, Jurnal NOTARIUS, Vol.2, 
No.1, Januari- Juni 2023. 

 
Denise Elysia, “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Digantungkan 

Pada Kewajiban pembayaran Utang, Fairness and Justice”, Jurnal Ilmiah 
Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1, Mei 2019. 

 
Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal 

Para Penghadap”, Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, DOI: 
10.20885/JLR.vol3.iss2.art11. 

 
Fine Ennandrianita, et.al, “Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara 

Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, 
No. 2, 2018, DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17694.  

 
Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha 

Terhadap Ketentuan pasal 27 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12, No. 2, Desember 2018. 
DOI: https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26. 

 
Harris B. Freidus, “Rights of First Refusal: Traps for the Unwary (and the Wary)”, 

New York Law Journal, Juni 2004.  
 
Immas Nurhayati, “Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi 

Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia”, Jurnal Ilmiah Inovator, Vol. 
5, No. 1, Maret 2016. DOI: https://doi.org/10.32832/inovator.v5i1.647. 

 
Intan Rahmadanti, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan 

Prinsip Based on Fault Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan 
Kesalahan)”, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No 2, Desember 2022, 
DOI: https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2.10. 

 
I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Nyoman Suyatna, “Penerapan Konsep Going 

Concern Bagi Perseroan Terbatas yang Telah Dinyatakan Pailit”, Acta 
Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 2 Agustus 2020 

 



 

 107 

Ishaq, “Notaris Dan Penemuan Hukum”. Journal Recital Review, Vol. 1, No. 1, 
Januari 2019. DOI: https://doi.org/10.22437/rr.v1i1.6100. 

 
 
Khaerul Aqbar, et.al, “Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual 

dalam Perspektif Hukum Islam”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah 
dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1 Mei 2022. DOI: 10.36701/al-
khiyar.v2i1.534. 

 
Lawrence Friedman, “Legal Culture and Social Development”, Law and Society 

View, Vol. 4, No. 1, Agustus 1969. DOI: https://doi.org/10.2307/3052760. 
 
Marie-Laure Djelic, “When Limited Liability was (Still) an Issue: Mobilization and 

Politics of Signification in 19th-Century England”, Organization Studies, 
Vol. 34, No. 5-6, April 2013. DOI: 
https://doi.org/10.1177/0170840613479223. 

 
Putri Dyani Larasati, “Merek Sebagai Harta Pailit Terkait dengan Perseroan 

Terbatas yang Dinyatakan Pailit”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2, 
No. 2, 2018.  

 
Stephanie Irmina dan Arman Nefi, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara 
Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 
484/PDT/2020/PT.BDG)”, Indonesian Notary, Vol. 4, No. 1, Maret 2022, 
DOI: https://scholarhub.ui.ac.id/notary. 

 
Sudjana, “Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law”, Veritas 
Et Justitia, Vol. 2, No. 2, Desember 2016. DOI: 
https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2267. 

 
Hasil Penelitian  
Ari Pratama Nawazar, “Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dalam Keadaan 

Pailit”. Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pelita Harapan, 2023.  

 
Eka Prakarsa Bundajono, “Tinjauan Yuridis Atas Adanya Kekosongan Hukum 

Pada Bisnis Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Mealwi, Kalimantan 
Barat”. Tesis, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Pelita Harapan, 2022.  

 
Sam Dwi Zulkarnaen, “Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam 

Melaksanakan Jabatannya”. Tesis, Depok: Program Studi Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 2008.  

 
Vinca Adriana Setiawan, “Peran Notaris Dalam Melakukan Penemuan Hukum 

Dikaitkan Dengan Sikap Netral Notaris Dalam Kode Etik dan Undang-



 

 108 

Undang Nomor 30 tahun 2004”. Tesis, Depok: Program Studi Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. 

 
Yunintio Putro Utomo, “Kedudukan Perseroan Terbatas yang tetap Aktif 

Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) setelah Dipailitkan.” Tesis, 
Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 
2019. 

 
Peraturan Perundang- Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4443); 

 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4756)  

 
Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang 

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(Lembaran Negara Nomor 
2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 5491) 

 
Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856) 

 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
296) 

 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2022 tentang 

Pemblokiran dan pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada 
Sistem Administrasi Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1283) 

 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2021 tentang 

Syarat dan Tata cara pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran 
Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 470) 

 

Website/ Internet: 



 

 109 

CNBC Indonesia, “Berguguran! Ini Sederet BUMN yang Pailit karena Salah 
Kelola”. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220720095736-17-
356947/berguguran-ini-sederet-bumn-yang-pailit-karena-salah-kelola, 
diakses pada 13 November 2023. 

 
CNBC Indonesia, “Mengenal Apa Itu Saham, Jenis, Keuntungan dan Cara 

Membelinya”. 
https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220316113956-72-
323220/mengenal-apa-itu-saham-jenis-keuntungan-dan-cara-membelinya, 
diakses pada 18 Desember 2023. 

  
Gramedia Blog, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. 

https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#Teori_Kepastian
_Hukum_Lon_Fuller, diakses pada 23 Desember 2023. 

Kaltim Post, “BFI Terus Rugi, Terpaksa Tutup”. 
https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/30/03/2023/bfi-terus-rugi-terpaksa-
tutup, diakses pada 3 Desember 2023. 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Akta Risalah Lelang sebagai Akta 

Otentik”. 
  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-

Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html, diakses pada 20 Maret 2024.hal 1. 
 

Wawancara: 

Hasil wawancara dengan Michael Sugijanto, advokad, Kantor Hukum Ansugi Law, 
Surabaya, tanggal 18 April 2024, pukul 11.00 WIB. 

 
Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, Notaris dan PPAT di Depok, secara 

daring melalui aplikasi Zoom Meeting, tanggal 07 Mei 2024, pukul 21.00 
WIB. 

 
Hasil wawancara dengan Ricardo Simanjuntak, ahli Hukum Kepailitan, pengajar 

Hukum Kepailitan, Double Tree Hilton, Surabaya, tanggal 29 Mei 2024, 
pukul 08.00 WIB. 

 
Hasil wawancara dengan Ari Pratama Nawazar, Kurator dan Pengurus, secara 

daring melalui aplikasi Zoom Meeting, tanggal 29 April 2024, pukul 11.00 
WIB. 

 

Kamus 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Saham”, 

 https://kbbi.web.id/saham, diakses pada 13 Juni 2024. 



 

 110 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tanggung Jawab”, 

 https://kbbi.web.id/tanggungjawab, diakses pada 13 Juni 2024. 

 

  

 

 

 

 

 

 


